
BUPATI JEMBRANA
PERATURAN BUPATI  JEMBRANA

NOMOR 30 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2011 TENTANG
RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI

DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penataan rincian tugas pokok dan

fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Jembrana, perlu dilakukan penyesuaian agar
dalam pelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih;

b. bahwa Peraturan Bupati Jembrana Nomor 55 Tahun 2011
tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika  Kabupaten
Jembrana, perlu ditinjau;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55
Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Jembrana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor  122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

4. Undang-Undang . . .
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4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun
2008 Nomor 2);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun
2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah
Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15);

11. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 55 Tahun 2011 tentang
Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana (Berita
Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 151).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2011 TENTANG
RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEMBRANA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jembrana Nomor
55 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
Nomor 151), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan . . .
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1. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 9
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalulintas dipimpin oleh
Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar,
norma, pedoman, kreteria dan prosedur serta bimbingan
tehnis, evaluasi dan pelaporan dibidang manajemen dan
rekayasa lalulintas, analisa dampak lalu lintas jalan
Kabupaten, serta penyiapan bahan penyelenggaraan
manajemen dan rekayasa lau lintas di jalan kabupaten.

(2) Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kegiatan Seksi berdasarkan

kebijakan Bidang;
b. penyelenggaraan program dan kegiatan seksi ;
c. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan staf

dalam lingkup seksi; dan
d. pelaksana tugas dinas lain yang diberikan oleh

atasan sesuai bidang tugasnya.

(3) Rincian tugas Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sebagai berikut :
a. menyusun rencana dan program  Seksi berdasarkan

kebijakan Bidang;
b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
c. menilai frestasi kerja bawahannya;
d. menyiapkan bimbingan dan pembinaan Manajemen

dan Rekayasa Lalu Lintas;
e. menyiapkan penuyusunan dan penetapan Rencana

Umum Jaringan Transportasi Jalan Kabupaten;
f. melakukan penentuan lokasi, pengadaan,

pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu
lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan
pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan
kabupaten;

g. menyusun dan menetapkan kelas jalan pada
jaringan jalan kabupaten;

h. menyusun dan menetapkan jaringan lintas angkutan
barang pada jaringan jalan Kabupaten ;

i. menyiapkan rencana penetapan lokasi unit
penimbangan kendaraan bermotor di jalan
kabupaten;

j. melakukan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu
lintas di jalan yang mengakibatkan korban
meninggal dunia dan/ atau yang menjadi isu
kabupaten ;

k. melaksanakan pengumpulan, pengolahan data
analisa kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten;

l. menyusun jaringan trayek dan penetapan
kebutuhan kendaraan untuk angkutan yang wilayah
pelayanannya di kabupaten;

m. menetapkan . . .
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m. menetapkan lokasi terminal penumpang tipe C;
n. menyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan

kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten;
o. melaksanakan sistem pengawasan iternal;
p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan
fungsinya; dan

q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan
kepada atasan.

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 10
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Seksi Angkutan dipimpin oleh Kepala Seksi yang
mempunyai tugas pokok melaksanakan merencanakan
kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas,
membimbing, memeriksa atau mengecek dan membuat
laporan tugas di Bidang tugas angkutan jalan.

(2) Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kegiatan Seksi berdasarkan

kebijakan Bidang;
b. penyelenggaraan program dan kegiatan seksi;
c. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan staf

dalam lingkup seksi; dan
d. pelaksana tugas dinas lain yang diberikan oleh

atasan sesuai bidang tugasnya.

(3) Rincian tugas Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sebagai berikut :
a. menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan

kebijakan Bidang;
b. menyiapkan bahan pembinaan manajemen angkutan

orang dan angkutan barang, sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang
terminal sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

d. melaksanakan kajian teknis dibidang pembinaan
perizinan angkutan meliputi kajian faktor muat
(Load Factor) pada trayek yang dimohon dan
penetapan pembukaan trayek baru;

e. melaksanakan penilaian pemilihan awak kendaraan
umum teladan tingkat kabupaten;

f. menyusun rancangan tarif angkutan orang dan
barang dengan kendaraan umum berdasarkan
perundang-undangan yang berlaku;

g. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan
menginventarisasi permasalahan pada seksi
angkutan serta mencari alternatif pemecahannya;

h. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan
tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;

i. memberi . . .
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i. memberi petunjuk kepada bawahan agar
pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman
dan ketentuan yang berlaku;

j. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor
dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan
pengembangan karier;

k. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan
oleh atasan sesuai bidang tugasnya sesuai tugas
pokok dan fungsinya;dan

l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan
kepada atasan.

3. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 11
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Seksi Keselamatan dan Ketertiban Lalulintas dipimpin
oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyiapan perumusan serta pelaksanaan
kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur,
bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan dibidang
pengendalian operasional, pelaksanaan pengawasan
sarana dan prasarana lalulintas dan angkutan jalan
serta penegakan hukum di bidang lalu lintas angkutan
jalan.

(2) Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kegiatan Seksi berdasarkan

kebijakan Bidang;
b. penyelenggaraan program dan kegiatan seksi;
c. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan staf

dalam lingkup seksi;
d. pelaksana tugas dinas lain yang diberikan oleh

atasan sesuai bidang tugasnya.

(3) Rincian tugas Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sebagai berikut :
a. menyusun rencana dan program kerja seksi;
b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
c. menilai prestasi kerja bawahan;
d. melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor di

jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

e. melaksanakan persiapan lomba Wahana Tata
Nugraha;

f. melaksanakan pengoperasian penimbangan
kendaraan bermotor baik satatis dan dinamis;

g. melaksanakan sistem pengawasan dan pengendalian
intern;

h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
ditugaskan oleh atasan  sesuai tugas pokok dan
fungsinya; dan

i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan
kepada atasan.

Pasal II . . .
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara.
pada tanggal 27 Agustus 2014
BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara.
pada tanggal 27 Agustus 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

GEDE GUNADNYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2014 NOMOR 561


